LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
V) NOMOR:35 TAHUN:2002 SERI:C NOMOR:5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

. Konstruksi, pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi
merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;

b. Bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Izin Usaha Jasa
Konstruksi.
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8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 ‘lahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3955);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Penyclenggaraan Jasa Konsiruksi (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan I.embaran
Negara Nomor 3956) ;

12. Poraturan  Pomcrintah Nomor 30 Tahun 2000 tcntang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor  3957);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Iembaran Negara Nomor 4139),;

14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam
Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;






15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1559 Nomor 70);

16. Kepuiusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan
Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

19. Peraiuran Daerah Kabupaien Dacrah Tingkal I Kebumen
Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
I Kecbumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kcbumcn Tahun 19892 Nomor 7 );

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 5);

21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 75KPTS-DPRD/2001  tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen.






. Menetapkan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KARUPATEN KEBRUMEN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG RETRIBUSI IZIN USAIIA JASA
KONSTRUKSL

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Dacrah adalah Kabupaien Kebumen.

2. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten
Kebumen.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
‘bidmgreui'ousiDaerahsesuaiperahmpenmdang-
undangan vang berlaku,






10.
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. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Persercan Komanditer, Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan wusaha
lainnya.

. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi

perencanaan pekeriaan konstruksi, lavanan jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa
konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

. Retribusi lzin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya

discbut retribusi adalah Pungutan Daecrah scbagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah uniuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Reiribusi Penizdnan Terieniu Usaha Jasa Konsiruksi
yang selanjutnya disebut TUJK adalah Retribusi atas
pemberian izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan
olech Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi
orang perorangan atau badan wusaha yang
menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten
Kebumen.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan = wajib
membayar retribusi atas pemberian izin ugaha jasa
konstruksi.







12. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun obyek
dan subyek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terhutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besamya retribusi yang terhutang,

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atan sanksi administrasi berupa
denda.

BABII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi
scbagai pembayaran aias pemberian Izn Usaha Jasa Konsiruksi kepada
orang perseorangan atan Badan.

(2) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang
pcrscorangan atau Badan.

Pasal 3

Subyek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau Badan yang
akan menyeienggarakan usaha jasa konstruksi.

BAB I
GOLONGAN RETRIRUSI
Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan
Tertentu.






BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa
konstruksi.

(2) Batasan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dikelompokan dalam :

. a. Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :

1

Golongan Kecil liga (K-3), yaitu penyedia jasa yang dapat
melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah);

. Golongan Kecil Dua (K-2) yailu penyedia jasa yang dapat

melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (¢mpal raius jula rupiah);

. Golongan Kecil Satu (K-1) yaitu penyedia jasa yang dapat

melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 400.000.000,00 (empat juta
rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

. Golongan Menengah Dua (M-2) yaitu penyedia jasa yang dapat

melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

. Golongan Menengah Satn  (M-1) yaitn penvedia jasa vang dapat

melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah);






6. Golongan Besar (B) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan
pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya.

b. Penyedia Jasa Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :
1. Golongan Kecil (K), vaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan
pekeijaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2. Golongan Menengah (M) yaitu penyedia jasa yang dapat
melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

3. Golongan Besar (B) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan
pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
dengan memperhatikan Kemampuan Dasarmnya.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DAILAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 6

Prinsip dan sasaran penctapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan
pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa
Konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian
dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7

(1) Terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), pemohon dipungut retribusi Izin Usaha Jasa
Konstruksi.
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(2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Golongan usaha untuk jasa pelaksanaan konstruksi :

1. TUJK Kecil Tiga (K-3) =Rp.125.000,00 (seratus dua puluh
lima ribu rupiah);

2. IUJK Kecil Dua (K-2) =Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah);

3. TUJK Kecil Satu (K-1) “Rp. 500.000,00 (lima ratus rbu
rupiah);

4. IUJK Menengah Dua (M-2) = Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. IUJK Menengah Satu (M-1) = Rp.2.000. 000.,00 (dua juta rupiah);

6. IUJK Besar (B) — Rp. 3.000.000,00 (tiga juia rupiah ).
b. Golongan usaha untuk jasa perencanaan/pengawasan konstruksi
1. JUJK Kexcil (K) =Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah);
2. JUJK Menengah (M) =Rp. 700.000,00 (tujuk ratus ribu
rupiah);
3. IUJK Besar (B) =Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah ).

(3) Kiiteria Golongan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Hasil pungutan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi disetor secara bruto ke Kas
Daerah,
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BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah.
BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditorbitkan SKRD atau dokumcn lain yang
dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi vang terhutang harus dibayar sekaligus,

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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BAB XI
KEBERATAN
Pasal 13

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberaian kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 14

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan,

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, aiau menambah besarnya reiribusi yang ierhulang,

(3) Apabila jangka wakiu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KEI EBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Atas kelebihan pembayaran reiribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati,

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
harus memberikan keputusan.
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
. ayat (1) dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Penagihan refribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sehagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tertangguh apabila :
a. diterbitkan surat teguran, atau ;
b. ada pcngakuan hutang rotribusi dari Wajib Rctribusi baik langsung
‘ maupun tidak langsung,

BAB X1V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua
perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas pelanggaran tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan
dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XVI1

KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 7 merugikan keuangan
Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juia rupiah ).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggarain.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Daecrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,
ttd
RUSTRININGSIH
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002
Nomor 35 Seri C Nomor 5 pada tanggal 5 Nopember 2002.
SEKRETARIS DAERAH

KABUPA'TEN KEBUMEN
<

H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.500032375






16

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tenfang Usaha dan Peran Masyarakai Jasa Konsiruksi, Badan Usaha
Nasional yang menyelenggarakan usaha Jjasa konstruksi wajib memiliki izin
usaha yang dikcluarkan olch Pemerintah Daerah di iempai domisilinya dan
berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
tentang Penyclenggaraan Pembinaan Jasa Konstiuksi, Pemerintah
Kabupaten menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka
pclaksanaan tugas Otonomi Dacrah. '

Bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber
Pendapatan Dacrah yang penting guna membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan, untuk itu perlu mengatur Retribusi Izin
Usaha Jasa Konstruksi (TUJK), karena retribusi TUJK merupakan sumber
yangpotcnsialymgbisa(ﬁpmgutdidmhgmmmmdukmgpehksanm
otonomi daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perfu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Izin Usaha Jasa
Konstruksi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).






I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21

: Cukup jelas.
: Cukup jelas
: Cukup jeias
: Cukup jelas.
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas.
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas.
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas.
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas.
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jclas.
: Cukup jclas
: Cukup jelas
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